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PERATURAN BUPAT! BULELENC

NOMOR - TAHUN

TENTANG

SATU DATA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENCG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan,
perlu  didukung dengan data yang akurat, mutakinr,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses
dan dibagipakaikan, serta dikelola secara selisama,
terintegrasi dan berkelanjutan;

b, bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diaksus
dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola dala
yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalu
penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;

¢. hahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia, pengaturan Satu Data Indonesia  dimaksudkan
untuk mengatur penyelenggarnan tata kelola Data yang
dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk
mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pengendalian pembangunan;

d. bahwa berdasarkun pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hwuf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah;

Mengingat . 1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19435;

7 Undang-Undang Nomor 6Y Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [I Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Baral dan
Nusa Tenggara Timur [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1690);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ([Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 lentang
Perubahan Kedua Atas Undanp-Undang Nomor 12 Tahun

Thpd ks derep s o R e


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

"(11 | lenlpng I Pernboer e ol rraluran herurndlnng
undangan  [Lembaran Negarn Repubibk Tidonesia Tahun

122D Nomor 143 Tombahan Lembaran Negora Bepolbilik
Iriclinryiesiin N Il:'|||:'|:-:

4 Undiomg Lindang ETRTRATRT] £ | 2014 e
Pemerimtiahian [ dartah (Lembaran M AT TR FINERITE
Incdoneayy Tohun 2009 Nomaor 244 Tamhbahan Lembaran
Negara Repubbk Indonesia Nomor 5oR7) sebagaimana 1elah
diuball beberapa kol terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemernintal Pusat dan Pemernmntahan  [aeran (Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Tahun 2022 Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia Nomor
R

Peraturan Presiden Momor 39 Tahun 2019 tentang Satu

Dala Indonesin (Lembaran Negara Republik  Indomesin

Tahun 2019 Nomor 112);

6, Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Deerah  [Berita
Negara Repubhbk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahuu 2018 tentang Pcrubahan Alas
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal 5atu
Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomaor 17435);

2, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun
2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik dalam
Mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1092);

n

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA DAERAH.

BAB 1
KEETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalamm Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulcleng.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng,

3. Bupati adalah Bupat: Buleleng,

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah.

5. Satu Data Indonesia adalah kebjakan tata kelola Data

pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir,
terpadu dan dapat dipertangpungjawabkan, serta mudah
diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusatl dan Instansi
Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata,

P
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kY.

10,

11.
12.

13.

14.

15.

16.

L7.

18.

19,

20,

1[Ilrl':]pnl'ﬂhi|1lm-1 Data, dan lm.'nHJ:qLiJl:ll-uu'| Krrle Relerensi dan

Nata Indulk. ) | N
Qatu Dala Dacrah adalah kebijakan I;.Ltu L:r-lr-J:: Nalp sestial
dengan kebyakan Satu Data Indonesia, untuk rrH.'l?rllllaHIi.rlg.
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendaiiEn

mbangunan di Daeral | )
ﬁ:ﬂa adalah catatan alas kumpulan [akta atau deskrips

berupa angka, karakier, gimbnl, g_ﬂmhm. peta, tanda, l’li':“%_'hrf“--
tulisan, suara {_i.lﬂ_l'lll" Aalau h-]Jﬂ:'n-"l, Varng mﬂr‘lf_:g':lrp:'-:-l':r'lr.::.‘-i:I.:EI
keadaan sebenarnyd aldau menunjukkan suatu ide, oRpEk,
151, alau situas.
t'-[;:tl:mlﬂmjj,ﬂﬁh adalah Data berupa fln;,:,l;-:u :'ru?nmnﬁ
karakteristik atau ciri khusus sualu populasi yang _11=pnrt;]t:f
dengan cara  pengumpulan, pengolahan, penyajian, 04arn
1505, : .
EI::E'I Geospasial adalah Data tentang I.mka;i geografis, dimensi
atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam {Jﬂn_,."atﬂu
huatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas
n buami.
ﬁiﬁfaﬁ?ﬁtu Datan Daerah adalah memenuhs standar Ufl:l%“df
menggunakan kode referensi atau Data .lI.lduk’ mermilik
Metadata, dan memenuhi kaidah IHT.EI"EIPEI'EL}]}I'!THH Data.
Standar Data adalah standar vang mendasari Data lertentu.
Metadata adalah informasi dalam bentuk Etru.l-ﬂ..ur dan formai
yang balku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data,
serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan
informas: Data,
Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data Llﬂi_:h.lk
dibagipakaikan antar sisiem elektronik vang saling
berinteraksi.
Kode Referensi adalah landa berisi  karakier yang
mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau
fiorma tertentu sebagai rujukan identitas [Data vang
bersifat 1nik.
Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam
proses bisnis pemerintah sesual dengan Peraturan Presiden
tentang Satu Data Indonesia.
Data Prioritas adalah Data terpilih vang berasal dar daftar
Data vang akan dikumpulkan pada lahun selanjutnya yang
disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.
Forum Satu Data Daerah adalah forum kKomunikas: dan
koordinasi antara Pembina Data Daerah, Walidata tingkat
Daerah, dan Walidata pendukung tingkat Daerah dalam
pelaksanaan penvelenggaraan Satu Data Daerah serta tata
kelola Data untuk mendukung proses perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunon di
Diaerah.
Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah adalah
media bagi-pakai Data di tingkat Dacrah yvang dapat diakscs
melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Pembina Data Statistik Daerah adalah instansi vertikal yang

melaksanakan lugas pemerintahan di bidang statistik di
Daerah.

Pembina Data Geospasial Daerah adalah salah satu instansi
Daerah vang diberikan penugasan scbagal pengelola simpul

-
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jaringan  Pemerintah Dacrah  dalam  Jaringan  Inlormas)
Geospasial Nasional.

91 Walidalta adalah unit padns  Perangkat Daerah  yang
melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemernksaan, dan
pengelolaan Data yang disam paikan oleh produsen Data serta
menyebarluaskan Data,

99 Walidata Pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah yang
bertugas membaniu  Walidata melaksanakan  kegiatan
pﬂngﬁmpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data.

39 Produsen Data adalah unit Instansi Daerah dan Perangkat
Daerah vang mengumpulkan dan menghasilkan Data
herdasarkan kewenangan sesual  ketentuan  Peraturan

Perundang undangan.
24, Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah,

perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang
menggunakan Data.

25, Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah
serangkaian proses untuk mencapal penerapan Sistem
Pemerintahon Berbasis Elektronik yang efektif, efisien, dan
berkesinambungan, serta layanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang berkualitas.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu schagai
pedoman penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh
Perangkat Daerah dan instansi lainnya, untuk mendukung
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian
pembangunan, sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
mewnujudkan Satu Data vang akurat, mutakhir, terpadu, dan
dapat  diperlangguugjawabkan, serta  mudah dinkses dan

dibagipakaikan,
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :

a. menyvusun  dan  menyiapkan basis Data pembangurian
sesuai  dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
Perangkat Daerah;

b. mewujudkan basis Data pembangunan yang akurat,
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah
diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara scksama,
terintegrasi, dan berkelanjutan;

c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sechingga
tercipta perencanaarn dan perumusan kebijakan
pembangunan yang berbasis pada Data; dan

d. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi
dan pelaporan pembangunan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:
a. penvelenggara Satu Data Daerah;

b. penyelenggaraan Satu Data Daerah; dan

¢. pendanaan.
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BAB Il
PENY ELENGGARA SATL DATA DAERAH

Bagian kesalu
Penyelengeara

Pasal o

(1) Penyelenggara Satu Data Daerah dilaksanakan oleh !

a. Pembina Dala;

h. Walidata;

c. Walidata Pendukung; dan

d. Produsen Data. | |

(2) Pembina Datla scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a,
mempunyal tugas :

oo memberikan rckomendasi  dolam  proses  perencanasn
en ulan Data; dan
b. E‘lﬂlﬂkﬁ]ﬂ pembinaan penyeclenggaraan Satu Data Daerah
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pembina Data sebagmimana dimaksud pada ayat (1] huruf a,

terdiri dari ;
a. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah; dan
b. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah. :

(4) Pembina Data Statistik Tingkat Ellaerah | E.ﬂbz!gaunana
dimalsud pada avat (3) huruf a, yaltu instansi veruk_al yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistk di
Daerah. _

(5] Pembina Dala Geospasial Tingkat _Dm:mh scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu Peranghkat D::iﬂr:ah
vang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam
Jaringan Informasi Geospasial Nasional/Perangkat Daerah
yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang.

(6) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui b
mempunyal tugas :

a. memeriksa kesesuaian Data wvang disampaikan oleh
Produscn Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;

b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data
Indonesia Tingkat Dacrah/Simpul Jaringan Daerah; dan

¢c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

(7] Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan
pemerintahan bidang persandian, dan wusan pemerintahan
bidang statistik.

(B8] Walidala secbagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b,
dalam fungsi sebagai penvelengparaan Satu Data Daerah
mengelola Data melalm Manajemen SFBE.

(@) Walhdata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, membantu tugas Walidata,

(10} Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

berkedudukan pada Perangkat Daerah vyvang ditetapkan
dengan keputusan Bupati.
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(11} Produsco il e nn dimaksiel pada ayat (1] buamal d,
mempainyal Fuprns
a. memberikon masukan kepada Pembona  Hala mengenai
Gtandar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Do,
b. menghasilkan  Data sesuai dengan Pronsip Satu DaEts
Indoncsia; dan
¢. menvampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata,
(12 Produsen Dala sebagaimana dimaksud pada ayal (11} yailu
Perangkat Daerah, Badan Usaha Mihk Negara, Badan Usaha
Milik Dacrah, dan instansi vertikal.

Bagian Kedua
Forum Saltu Data Daerah

Pasal 6

(1] Pemerintah Daerah membentuk Forum Satu Data Daerah
vang diletapkan dengan Keputusan Hupati,

(2) Forum Satu Dala Daecrah, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} terdir dari :
a. Pembina Data;
b. Walidata; dan
c, Walidata Pendukung.

(3] Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada avat
(1), dikoordinasikan oleh Kepala Perangkatr Daerah yang
menyvelenggarakan urusan pemerintahan  di bidang
perencanaan pembangunan Daerah.

(4] Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat
mengikutsertakan Produsen Data dan/atau pihak lain vang
terkait, termasuk selain pemerintah.

[7)  Forum Satu Data Daerah schbagaimana dimaksud pada aval
(1}, berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka
menyelesaikan permasalahan terkait Penyelenggaraan Satu
Data Lyaerah.

(6]  Forum Satu Data Daerah sebaganimana dimaksud pada ayat

1) melaksanakun pertemuan keordinasi secara berkala dalam
rangka melaksanakan tugasnya.

[¥) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam
pertemuan koordmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6],
khususnya pada saal pengambilan kesepakatan, koordinator

gﬂmw{ Jatu Data Doernh meminta arahan Bupati/Pejahar
upati.

BAB IlI
PENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

Pasal 7

Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri dari -
- perencanaan Data;

. pengumpulan Data:

. pemeriksaan Data; dan

. penyebarluasan Data,

. 0 oM
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Baman Kesatu
Perencanann Data

Pasal 8

(1) Perencanaan Data dilaksanakan oleh Perangkal Daerah yang
melaksanakan urusan pemeriniahan di bidang perencanaan,
berupa penentuan daftar Data vang akan dikumpulkan ds
fahun selanjuinya.

(2) Dalam penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), paling sedikit memuat Data:

pendidikan;
kesehatan;
pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat,
kebencanaan;
=0514l;
tenaga kerja,
pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
PATEATL,
pertanahan;
lingkungan hidup;

. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

pemberdayaan masyarakat dan desa,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

perhubungan,
komunikasi dan informatika;
koperasi, usaha kecil, dan menengah;
penanaman modal;
kepemudaan dan olah raga;
statistik;
persandian;
. kebudayaan;
perpustakaan;
kearsipan;
kelautan dan perikanan;
aa, pariwisata;
bb. pertanian;
cc. kehutanan,
dd. energi dan sumber daya muneral;
ee, perdagangan,
ff. perindustrian;
g, [ransmigrasi;
hh pemberdayaan masyarakat adat; dan
1. Aanggdaran.

(3) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan
menghindari duplikasi.

(4) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pﬂda_ avat (1)
vang akan dilumpulkan pada tahun berikuinya dilakukan
berdasarkan: |
a. arsitektur sistern pemerintahan berbasis elektronik sesua

ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang sistem

pemerintahan berbasis elektronik;

°R0 TP
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h, keacpakatan Forum Satu Data Daerah; dan/ atau
¢ rekomendasi Pembana Dot

(5] Daltar Data yang akan dikumpullinn sebapmmana dimaksud
pada aval (1] memual:
a. Produsen Data untuk masing masing Data; dan
b, jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data

() Daftar Data yang akan dikumpulkan sehagaimans dimaksud
pada avat (1), dapal digunakan schagai dasar dalam
perencanaan  dan  penganggaran program/kegiatan  bagl
Perangkat Dacrah,

Bagian Kedua
Pengumpulan Dl

Pasal O

(1} Produsen Dala melakukan pengumpulan Data sesual dengan |
a. Standar Data;
b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data
Dacrah; dan
¢. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
(2) Data vang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Metadata,

Pasal 10

(1) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh Produsen
Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat [2),
disampaikan kepada Walidata.

(2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disertai ;

a. Data yang tclah dikumpulkan;
b. Standar Data vang berlaku untuk Data tersebut; dan
c. Metadaia vang melekat pada Data tersebuat.

(3) Produsen Data melakukan update Data mimmal 6 (enam]

bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Data

Paszal 11

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa
kescsualannva dengan Prinsip Satu Dala Daerah  oleh
Walidata.

(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum
sesuai dengan  Prinsip Satu Data  Daerah, Walidata
mengembalikan Data tersebut Kepada Produsen Data.

(3} Produsen Data memperbaiki Data sesual hasil pemeriksaan,
scbagaimana dimaksud pada ayal (1].

Pasal 12

(1) Data Prioritas yvang dihasilkan oleh Produsen Data dipenksa
kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Daerah olch Walidata,

=
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UM Mol pemienikannn Data Proontas sebagamana dimakesorl perds
avat (1], mperiksa kembad aolel Pemitana Data

1Y DPadaim Bal Data Prooritons yang disampoakan aleh Proslose
[ata belum sesum dengan Prinsip Sata Data Daecah, Pembins
Dvato mengembaliloan Data tersebin kepada Wahidats

(4] Walidala menyampaikan hasil pemeriksaaan Pembana [iats
sebagaimana dimaksud pada ayal (2], kepada Produsen Data

(5) Produsen Data memperbaiko Data sesuni hasil pemeriksasan
sebagaumana dimaksud pada ayat (1) dan avat {2)

Haman Keempat
Penvebarluasan Dala

aanl 13

[1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberidan akses,
pendistribusian, dan berbagi pakai Data.

[2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayvat (1
dilakukan oleh Walidata.

[3) Penyebarluasan Data scbagaimana dimaksud pada ayat (1],
dilakukan melalui Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan
Daerah dan media lainnya sesual ketentuan Peramaran
Perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

(4] Portal Satu  Data  Daerah/Simpul Jaringan Daerah
menyediakan akses, meliputi:

a. Data;

b. Metadata;

c. Data Prioritas; dan

d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(2] Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah dikelola
oleh Perangkat Dacrah yang menangani urusan pemerintahan
idang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan

bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik,
I'azal 14

|1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses
melalui Portal Satu Data Daerah /Simpul Jaringan Daerah.

(2) Perangkat Daerah menvediakan akses Data kepada Pengguna
Data melalui Portal Satn Data Daerah f8impul Jaringan
Daerah.

[3) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan
akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Daerah.

(4) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat |3),
dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Daerah

(2] Pembatasan akses terhadap Data sebagaimana dimaksud pada
ayat [3), pada Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan
Dacrah dilaksanakan oleh
a. Walii-:ima untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah: dan
b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat

yang  bertanppungjawab  di bidang  penvimpanan,
pendokumentasian,  penyediaan, dan/atau  pelayanan

informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar
Perangkat Daecrah.

Pasal 15

r.

Thpiwky e s oS nres


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

(1] Pengguna [ntn mengakaes ata parda Portal  Saty, Lala
||-,|i-|i|]|.-'!1'1||;||_'l||.| VATITYRAT RETHELL LA -||[|-|r.|,g||| SR
APAPIN

(2] Penpgeuna  Data sebagaimana dimakasud pada ayat (1]
mengakses Data o Portal Salu Data [Dacrah/Simpul Jdarngar
Nacrah  lidak memerlukan  dokumen nola  kesepanaman
PeTjAn 1A |-|;|'“r;:1 ST, ||}||||.":!hﬂ| dakumen surat permiyaltasn

(3] Akses dala sclan Pengguna Dala sebagaimana chirnaksud padas
avat (1), dilaksanakan sesua ketentuan Peraturan Perunrang
undangan,

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyclenggaraan Satu Data Daerah inl dibebanxan

pada

a, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. sumber pendapatan lain yang sah dan ldak mengikat sesual
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah
Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pi_i._l:la Tanggal o

-

BULELENG,

US SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja S :Li‘ “ r
Pada tanggal :
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

LB SUY
BERITA DAFRAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR
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